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Abstract
The purpose of the constitution is a legal systethe form of management, limiting the actions
of arbitrary authorities; The constitution protedtsiman rights, and the authorities are obliged
to respect it as legal protection. The constituti®a source of material and formal law, in which
the system of management of natural resourcesetiveonment, and mining, in the 1945
Constitution, Article 33, the true welfare, prosperof the people guaranteed by the state.
However, in its implementation, socio-economic gagxur in the community due to
inappropriate policies so the problems are formethtas follows: 1. Can constitutional law
guarantee the management of natural, environmeniging, and mining resources in
Indonesia? 2. How is the function of constitutiof@l in the management system of natural
resources, the environment, and mining to guaratheerights of life of Indonesian citizens?.
Natural resources, the environment and mining dre property of the people, used for their
lives, prosperity and welfare. For the realizatiohpeople's welfare, the realization of the state
comes with the concept of mastering and being mexkte manage people's livelihoods through
the approach of constitutional law and legislationthe form of management and structuring of
people's lives through the principles of familyddhe principle of sustainability.
Keywords: Constitutional Law, Management, Natural Resour&asjironment.

Abstrak
Tujuan konstitusi merupakan sistem hukum dalam ubepengelolaan, membatasi tindakan
penguasa yang sewenang-wenang; Konstitusimelincdalgasasi manusia, dan penguasa wajib
menghormatinya sebagai perlindungan hukum. Korsstitterupakan sumber hukum materiil
dan formil, di dalamnya sistem pengelolaan sumlgadilam, lingkungan, dan pertambangan,
dalam UUD 1945, Pasal 33, sejatinya kesejahteka@makmuran rakyat dijamin negara. Namun
pada implementasinya, kesenjangan sosial ekonon@diedi masyarakat akibat kebijakan
kurang tepat sehingga permasalahan dirumuskan aebagkut : 1. Apakah hukum konstitusi
dapat menjamin sistem pengelolaan sumber daya diagkungan, hidup, dan tambang di
Indonesia? 2. Bagaimana fungsi hukum konstitusardadistem pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan hidup, dan pertambangan dapat menjamdirhk hidup warga negara Indonesia?.
Sumber daya alam, lingkungan hidup, dan pertamimamgarupakan milik rakyat, dipergunakan
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untuk kehidupan, kemakmuran, dan kesejahteraatyak terwujudnya kesejahteraan rakyat
maka perwujudan negara hadir dengan konsep mengasalikuasai untuk mengelola sumber
kehidupan rakyat melalui pendekatan hukum konstitiasy peraturan perundang-undangan
dalam bentuk pengelolaan dan penataan kehidupanyamafiat melalui prinsip asas
kekeluargaan, dan asas keberlanjutan.

Kata Kunci : Hukum Konstitusi, Pengelolaan, Sumber Daya Alaimgkungan.

I. PENDAHULUAN (negara), namun dalam pengertiannya, tidak
istem hukum konstitusi Indonesia me-diartikan semuanya berupa dokumen tertulis
miliki fungsi yang mendasar untuk (formal). Menurut ahli ilmu hukum maupun
pengenlolaan sumber daya alam, lingilmu politik, berpandangan bahwa konstitusi

kungan hidup, pertambangan, dan lainya. Perfrarusnya diterjemahkan, termasuk di dalam-

dekatan pengelolaannya diawali dengan pemya kesepakatan politik, negara, kekuasaan,
dekatan filosofis, yang merupakan landasapengambilan keputusan, kebijakkan dan distri-
konstitusi terhadap hak asasi manusia. Sebadaiisi maupun alokasi.

dasar filosifisnya tercantum pada aline ke-em- Konsep pada konstitusi (UUD 1945)

pat pembukan UUD 1945, atau sila ke-limamerupakan sumber hukum materiil dan sum-

Pancasila bahwa keadilan sosial bagi seluruber hukum formil, dalam pengelolaan sumber

rakyat Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 38aya alam, lingkungan hidup dan pertamba-

ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi dan air damgan dan lainnya sebagaimana dalam UUD
kekayaan alam yang terkandung di dalamny&945, Pasal 33 ayat (1) bahwa: Perekonomian
dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sedisusunsebagai usaha bersama berdasar atas
besar-besar kemakmuran rakyat. asas kekeluargaan; ayat (2) cabang-cabang
Kedua pernyataan di atas tidak terpisahproduksi yang penting bagi negara dan yang
kan dari bentuk kodifikasi hukum terkait de-menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
ngan pengelolaan sumber daya alam, lingkwsleh negara; ayat (3) Bumi dan air dan keka-
ngan, pertambangan dan lainnya namun tidakaan alam yang terkandung di dalamnya diku-
terlepas dari peran sosial politik. Konstitusiasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebe-
pada umumnya diketahui bersifat kodifikasisar-besar kemakmuran rakyat; ayat (4) Pere-
dari dokumen yang isinya aturan-aturan untukonomian nasional diselenggarakan berdasar

menjalankan suatu organisasi pemerintahaatas demokrasi ekonomi dengan prinsip keber-
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samaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutarperaturan hukum antara satu dengan lainnya
berwawasan lingkungan, kemandirian, sertéerdapat kurang singkronsasi.
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan  Hal tersebut terbukti bahwa konsep-kon-
kesatuan ekonomi nasional; dan ayat (5%ep konstitusi, sering ada yang dilakukan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaayudisial reviw oleh Mahkama Konstitusi, di
pasal ini diatur dalam undang-undang. antaranya peraturan perundang-undang di bi-

Pernyataan pada pasal 33 tersebut sejattang lingkungan hidup, sumber daya alam dan
nya negara menjamin kesejahteraan dan kéatubara, dan lainnya.Selain itu konsep-kon-
makmuran bagi seluruh rakyatnya, namun kesep pada konstitusi sering mengalami kurang
nyataannya dalam implementasinya di laparelevansi akibat peruba-han masyarakat yang
ngan antara kenyataan dan harapan kuramgkup cepat maka konstitusi dan peraturan
singkron, karena masih terdapat kekurangaperundang-undangan menyusuaikan dengan
dan itu berpontensi dalam pelaksanaan hukumerubahan tersebut. Atas dasar itu menjadi
sehingga akibat terjadi kesenjangan pada maertanyaan antara harapan dan kenyataan atau
syarakat antara kaya dan miskin, yang kuabagaimanalas seirdandas-solenya ?
dan lemah. Akibat berdampak pada kemakmuH. KAJIAN TEORI
ran dan kesejahteraan merupaka bagian dari  Dilihat dari sisi teori, konstitusi sebagai
pelaksanaan peraturan hukum dan implememokumen hukum untuk mengatur seluruh roda
tasi konstitusi ke dalam pengelolaan dan pekehidu-pan negara, yang hasil kontrak sosial
manfaatan sumber daya alam, lingkungan hidari semua komponen negara, diajarkan oleh
dup, tambang dan lainnya, yang sebagiarlobbes, John Locke dan Hobbes (dalam Reza,
menyimpang dari asas hukum lingku-ngar2007:8) menyatakan bahwa perjanjian diperlu-
yaitu keseimbangan, dan berkelanjutan.Selaikan untuk mengikat semua orang di dalam
itu sering kurang sempurnannya menganalisisegara agar bisa meminimalisir sifat “beri-
secara baik pelaksanaannya asas pemanfaatagas yang cenderung merugikan orang lain.
keadilan dan kepastian dalam penggunaaMenurut Hobbes watak dasar manusia menja-
sumber daya alam, di samping faktor-faktordi musuh manusia lainnya, yaiiwmo homini
lain sebagai pemicu untuk mencapai tujuamupus, kaitannya keberadaan hak masyarakat,

konstitusi di antara-nya adalah kebijakan damaka pandangan Hobbes menghendaki hadir-
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nya konstitusi untuk menghindari pertikaiandengan konstitusi, karena konstitusi suatu ne-
antar kelompok di dalam masyarakat, termagara termuat dalam UUD dan berbagai aturan
suk pertikaian antara masyarakat adat. Untukonvensi. Seperti diketahui bahwa konstitusi
menghindari itu, maka diperlukan bangunaratau UUD merupakan aturan dasar atau aturan
supra-politik yang keberadaannya melampaybokok negara yang menjadi sumber dan dasar
dan menaungi keberadaan unit-unit sosidbagi terbentuknya aturan hukum yang lebih
politik masyarakat yaitu negara. rendah. Mengapa disebut aturan dasar atau

Berbeda dengan pandang&®eregohn  aturan pokok negara karena ia hanya memuat
(dalam Reza; 2007) mengatakan bahwa konsturan-aturan umum yang masih bersifat garis
titusi harus dipahami secara historis dan cultusesar atau bersifat pokok. Merujuk pada teori
ral, menurutnya intepretasi konstitusi dapahirarki norma Stufenbau theojyyang dikem-
dilakukan dalam bentukbackwardlooking bangkan oleh Hans Kelsen (1945) bahwa
danforwardlooking Backwardlookingmelihat norma hukum itu berjenjang dalam tata susu-
konstitusi secara historis dan cultural untuknan hierarki. Teori tersebut melihat pada suatu
mengetahui kekuatan teks konstitusi, sedangrorma yang lebih rendah berlaku dan bersum-
kan forwardlooking mempertimbangkan efek ber atas dasar norma yang lebih tinggi dan itu
dari keadaan hukum atas fungsi sistem politibberlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi.
dan kehidupan masyarakat. Sebegaimana peSeterusnya sampai pada suatu norma yang
dapatnya bahwa konstitusionalisme adalah suidak dapat ditelusuri, bersifat hipotesis dan
atu proses intepretasi dalam satu masyarakafktif, yaitu yang dikenal dengan istilajrund-
yang anggotanya berpartisipasi dalam kekuazorm (norma dasar). Norma dasar tersebut
saan politik secara bersama berusaha untukerupakan norma tertinggi dan dibentuk
menetapkan apa yang kons-titusi ijinkan atalangsung oleh masyarakat dan menjadi sumber

dipersyaratkan dalam kaitannya dengan pers@agi norma-norma yang lebih rendah, Oleh

alan-persolan spesifik. karena itu disebut presupposed atau ditetapkan
Teori Hirarki Norma terlebih dahulu.
Menurut Syahuri (2011), bahwa hubu- Atas dasar teori hirarki normé&tufen-

ngan antara norma hukum konstitusi dan nombau theory dan kewenangan konstitusi maka

ma hukum di bawahnya seharusnya singkrosecara hukum ketatanegaraan kewenangan
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konstitusionalnya diserahkan kepada Mahkalingkungan hidup, pertambangan dan lainnya,
ma Konstitusi yang merupa-kan lembagayang erat kaitannya dengan kepentingan ma-
negara yang berwewenang untuk mengawaskyarakat, bangsa dan negara. Dalam menjalan-
dan mengaturnya berdasarkan Pasal 24c aykedn dan menjaga konstitusi agar setiap peratu-
(1) UUD 1945. Pasal 24c ayat (1) tersebutan perundang-undangan tetap sesuai dengan
telah ditentukan bahwa Mahkama Konstitusnorma dasar pada konstitusi, yang esensinya
memi-liki empat kewenangan konstitusionaluntuk melindungi kepen-tingan lingkungan hi-
(constitutional authorities dan kewenangan dup, dan hak asasi manusia sebagai sumber
konstitusional ¢onstitutional obligation Se- dan dasar kehidupan manusia.
lanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai Dengan demikian maka seharusnya
huruf d UU No 24 Tahun 20g8nctoUU No. fungsi hukum konstitusi dan hak asasi manu-
8 Tahun 2011 tentang Mahkama Konstitussia dalam implementasinya terhadap pengelo-
mempertegas ketentuan tersebut dan menylan SDA, lingkungan hidup, dan pertamba-
but empat kewenangan Mahkama Konstitusingan setidaknya dapat menjamin hak-hak ke-
yaitu: (1) menguji undang-undang terhadaphidupan yang berkeadilan, bagi setiap warga
UUD; (2) memutus sengketa kewenangamegara Indonesia. Melalui jami-nan konstitusi
antarlembaga negara yang kewenangannyarsebut harapannya agar tidak sering terjadi
diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pem-ketimpangan antara kaya dan miskin penguasa
buran partai politik; dan (4) memutus perseli-dengan rakyatnya, bahwa hal itu memerlukan
sihan tentang hasil pemilu. pendekatan mengelola lingkungan dan sumber

Berdasar empat kewenangan tersebutaya alam diantaranya pendekatan budaya,
pada Pasal 10 huruf a sampai huruf d UU Ncdhukum, politik dan lainnya. Menurut Mordio-
24 Tahun 20030 UU No. 8 Tahun 2011 no (1992)bahwa berbedanya pendekatan hu-
tentang Mahkama Konstitusi pada poin satkum dan politik negara lain dengan negara
menegaskan bahwa tugas Mahkama Konstitundonesia, karena landasan filsafatinya Indo-
si untuk menjaga dan menjalankan konstitusinesia terumuskan secara operasional dalam
Tugas tersebut untuk mengawasi peraturadUD 1945 sebagaimana rumusan pokok-po-
perundang-undangan di bidang hukum dkok pikiran yang merupakan landasan falsafati

antaranya pengelolaan Sumber Daya Alamatau yang diformulasikan dalam Pembukaan

218



YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (214-228)
menjadi pokok-pokok pikiran dalam Pembu-4. Nilai dasar ke-empat, tata hukum berda-
kaan UUD 1945, dan itu merupakan nilai-nilai  sarkan nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
dasar tata hukum Indonesia. Landasan tata memberi pengakuan adanya hukum Tuhan,
hukum tersebut sebagaimana hasil seminar serta memperhatikan pula nilai-nilai moral
Identitas Hukum Nasional (1998) di Ull, dan budi pekerti yang luhur. Nilai dasar
bahwa landasan falsafati tata hukum Indonesia yang keempat, ini memberikan dasar bagi
dalam arti nilai-nilai dasar bersumber pada pendidikan hukum akademisi maupun
Pokok-pokok pikiran UUD 1945 yang intinya  pendidikan profesi mengajarkan pendidi-
adalah Pancasila, yang terdiri atas empat nilai kan karakter melalui etika profesi hukum.
dasar mencakup: Teori Volkssouver enieitiet
1. Nilai dasar pertama, yaitu tata hukum yang Teori Volkssouverenieitietmerupakan
berwatak mengayomi. suatu pemikiran berpangkal pada kebebasan
2. Nilai dasar kedua tata hukum harus mampindividu yang hasil pemikiranya pada teori
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruhperjanjian masyarakasd@cial contract yang
rakyat Indonesia, yaitu Keadilan sosial bu-bertumpuk pada dua bentuk perjanjian disebut
kan semata-mata tujuan, tetapi juga meruvactum unionis Kedua perjanjian tersebut
pakan pegangan kongkrit untuk membenyaitu, perjanjian antar individu untuk mem-
tuk peraturan hukum baik dalam bentukbentuk negara, dan perjanjimactum subjec-
produk hukum legislasi maupun regulasi. tionis yaitu perjanjian pemerintah untuk me-
3. Nilai dasar ketiga, tata hukum bersifatmilih orang yang dipercaya memegang otori-
kerakyatan, berarti hukum berasal dari raktas pemerintah. Dalam kehidupan poitik Indo-
yat, kongkritnya, bentuk produk hukum le-nesia perjanjian pemerintah biasanya identik
gislasi merupakan kewenangan legislasdengan kontrak politik. Sementaxélkssou-
yang cermin kedulatan rakyat. Koesnoevereiniteit dikenal kedaulatan rakyat dalam
(dalam Atmadja : 2013) mengingatkan terminologi UUD 1945, terkandung nilai dasar
bahwa jangan terjebak pada konsep kedalkerakyatan yang menunjukkan kepada suatu
latan rakyat Volkssouverenieitiptmelalui kesatuan budaya. Kesatuan budaya tersebut
pemikiran barat. diharap kan agar tata hidup bersama di masya-

rakat diatur berdasarkan kemauan segenap
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warga masyarakat tanpa memandang Sasarannya untuk mengetahui secara
kedudukan, kelas, kekayaan, dan jalan untuteori hukum konstitusi dalam pelaksanan pe-
mencapai tujuan melalui permusyawaratan. ngelola sumber daya alam, lingkungan, dan
I11. METODE PENELITIAN pertambanagan, selain itu untuk mengetahui
Dalam penulisan ini metode yangbatasan bentuk harmonisasi bersifat vertikal
digunakan adalah metode penelitian pendekatan horisontal. Kaitannya bekerja asas hukum,
tan hukum, metode ini merupakan suatwaknilex superiori derogat lege inferiori, lex
proses untuk menemukan aturan, dan doktriposteriori derogat lege priorigdanlex specia-
hukum guna menjawab isu hukum. Metoddis derogat lege generalisSekalipun kajian
pendekatan yang digunakan adalah yurididilakukan dengan pendekatan doktrinal nor-
normatif (egal research fokus pada kajian matifnya, problem di dalam implementasinya,
penerapan kaidah atau norma hukum. Kajianamun lebih melihat pada hukum yang diru-
ini lebih pada implementasi hukum konstitusimuskan bermakna sosial lebih pada pemberian
terhadap pengelolaan SDA, lingkungan, damerlindungan hak warga negara. Untuk pero-
pertambangan di Indonesiapada era globalieh kemakmuran dan kesejahteraan dalam ba-
sasi, melalui literatur yang berisi konsephasa sosiologi hukum disebut sebagai signifi-
teoritis dan dihubungkan dengan permasaldansi sosialgocial significance Harmonisasi
han dalam penulisan ini. Metode penelitiachukum dalam sudut pandang ini, bukan
yang digunakan terdapat metode pendekatssemata soal harmonisasi teks, melainkan har-
hukum, tujuanya untuk mendapatkan infor-monisasi teks dengan pemaknaan sosial dalam
masi mengenai isu yang sedang dicari jawasuatu kehidupan warga bangsa.
bannya, dengan pendekatan masalah yang pé&/. HASIL PENELITIAN
nulis gunakan dalam penulisan ini yaituHukum Konstitusi Berfungsi Dalam Sistem
pendekatan UUD 194S8tatute approachBa- Pengelolaan  Sumber Daya Alam,
han yang digunkan berupa : Buku-buku tekd ingkungan dan  Pertambangan  di
(literatur), buku-buku hukum, media cetaklndonesia Pada Era Globalisasi
maupun elektronik (internet) serta makalah Pemahaman masyarakat bahwa hukum
yang terkait tentang hukum konstititusi, mau-konstitusi di Indonesia merupakan sumber

pun kamus-kamus hukum dan lain-lain. hukum ter-tinggi dan hukum yang mendasar
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dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, lingdigariskan cita-cita, hak-hak yang harus
kungan, dan pertambangan. Seiring perkembalipenuhi dan kewajiban pemerintah untuk
ngan masyarakat pada era globalisasi akamemenuhi hak-hak tersebut. Konstitusi hadir
berpengaruh pada pergeseran nilai, dan pergebagai refleksi dari hubungan sosial warga
bahan nilai politik di suatu negara, jika me-masyarakat yang disebut sebagai monumen
ngacu pada teori konstitusi dalam penerapagokumen antropologi yang telah mengekspre-
aturan dasar negara. Kenyataan dalam penersikan kosmologi suatu bangsa, dan telah me-
pan aturan dasar negara yang merupakan hasgejawantahkan cita-cita, harapan serta im-
interaksi politik dan sosial akan berpengaruhpian tentang membangun negara.
setiap pengambilan keputusan dan kebijakan =~ Hukum konstitusi Indonesia satu-satu-
dalam sistem pengelolaan sumber daya alamya landasan hukum dalam pelaksanaan pe-
lingkungan, dan pertambangan. ngelolaan SDA, lingkungan, dan pertamba-
Selama ini teori dan hukum konstitusingan, landasannya UUD 1945 Pasald3®-
tetap fokus pada norma yang berlaku umurhami bukan suatu doku-men mati, tetapi kons-
dan dijadikan sebagainorma dasar, cita hukuritusi berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan
yang berlaku di Indonesia. Untuk memahaminegara dan harus selalu hidup mengikuti per-
nya melalui kajian politik hukum, bahwa kembangan zamannydhé living constituti-
hukum konstitusi Indonesia sesungguhnyan). Jika dilihat dari sudut kedudukan kons-
mengatur terkait pengakuan dan perlindungantusi adalah kesepakatan umugeiferal con-
hak-hak rakyat. Pengakuan dalam konstitussensuy atau persetujuan bersameorfimon
muncul bersamaan dengan paham demokraagreementseluruh rakyat mengenai hal dasar
jika masyarakat merasa bahwa hak dasar sebarkait prinsip dasar kehidupan dalam penye-
gai warga negara dilanggar atau diabaikafenggaraan negara serta struktur organisasi
siapapun maka dia berhak untuk mencamegara. Artinya, ketentuan konstitusi memiliki
keadilan berdasarkan hukum konstitusi melamakna penting dan konse-kuensinya untuk
lui mahkama konstitusi. Dalam negara mo-dilaksanakan sungguh-sungguh tanpa terkecu-
dern, konstitusi merupakan dokumen yangli, baik melalui kebijakan maupun produk
berisi perjanjian semua komponen yang adperaturan perundangan-undangan. Kaitannya

dalamnegara untuk mencapai tujuan bersamzerlindungan dan pengelolaan ditarik realisasi
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bahwa keberadaan norma atau ketentuan pkrasi lomocracy. Keduanya secara seimbang
ngelolaan danperlindungan sumber daya alanuntuk menutupi kelemahannya masing-ma-
lingku-ngan hidup, pertambangan danlainnyaing, lebih spesifik, Indonesia menganut sis-
ke dalam konsep pembangunan berkelanjutailem demokrasi konstitusionatdnstitutional
didalam konstitusi akan sangat memilikidemocracy, yang proses pelaksanaan prinsip-
pengaruh hukum yang signifikan yaitu: prinsip demokrasi harus tunduk pada keten-

Pertama, ketentuan berpengaruh terha-tuan norma yang dicantumkan dalam UUD
dap pengembangan kebijakan dalam perlindut945. Walaupun tidak ada syarat mutlak bah-
ngan nilai-nilai dan prinsip dasar lingkunganwa sebuah konstitusi negara harus mengguna-
pada skala nasional dan regiortédug kon-  kan sistem demokrasi, menurut teori demokra-
stitusionalisasi prinsip lingkungan akan mensi, konstitusionalisme dan demokrasi sangat
ciptakan yuridiksi atas hukum nasional yangberkesesuaian. Sebab, adanya kewenangan
berlaku di setiap tingkat wilayah pemerinta-yang limitatif dari caba-ng kekuasaan negara
han, baik provinsi, kabupaten/kotéetiga,isi akan memberikan tempat penting terhadap
konstitusi memengaruhi hubungan terbentukumbuhnya interaksi sosial dan pengambilan
di antara hukum lingkungan substantif darkeputusan bagi individu dan kelompok secara
prosedural, serta sulit tidaknya hukum ling-bebas. Oleh karenanya, sistem konstitusi yang
kungan di tingkat nasional diintegrasikan dardemikian akan sangat memberikan ruang luas
diharmoisasikan dengan norma-norma lingkubagi berkembangnya semangat yang lebih
ngan di tingkat internasional. Selain itu, kons-besar bagi gerakan pro-lingkungan hidup.
titusi memuat ketentuan lingkungan yang me- Dengan demikian Indonesia sebagai
nentukan arah dan batas lingkup mengenaiegara demokrasi terbesar ketiga di dunia,
hak atas bendapfoperty right3 kemudian memiliki mandat konstitusi constitutional
secara tidak langsung berpengaruh terhadapandatg untuk melindungi dan meningkatkan
konsep perlindungan atas kepemilikan pribadiungsi lingkungan-nya, bahkan sudahdijadikan
(private ownership komitmen dan konsekuensi pokok bagi negara

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), ayat (3yang menganut gagasan negara kesejahteraan
UUD 1945, Indonesia adalah negara mengawelfare statg Akan tetapi, berapa persen

nut prinsip demokrasdémocracy dan nomo- tingkat ketercapaian dan keberhasilan gerakan
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tersebut dan seberapa besar efektivitas penye- Pernyataan kemerdekaan bagi segenap
lesaian masalah sumbser daya alam, lingkisangsa Indonesia di dalam pembukaan UUD
ngan, dan pertambangan, akan sangat tergat945 merupakan fungsi hukum Kkonstitusi
tung pada pengaturan konsti-tusionalisasyang mendasar untuk mengatur kehidupan
norma, dan karakteristik institusionalnya. bangsa sendiri dalam arti merdeka. Kemerde-
Fungs Hukum Konstitusi dalam kaan dimaknainya, merdeka untuk melaksana-
pengelolaan sumber daya alam, lingkungan  kan pengelolaan SDA, lingkungan dan per-
dan pertambangan di Indonesia pada era tambangan. Esensi pengelolaan di antaranya
globalisasi pelaksanaan pembangunan hukum, dengan tu-
Hukum konstitusi (UUD 1945), ide juan untuk melindungi hak-hak warga negara
dasarnya adalah Kemerdekaan Indonesia, kgang terintegrasi dalam hak asasi manusi.
rena syarat terbentuk suatu negara (bangs8gbagaimana dituangkan dalam Pasal 33, ayat
merdeka salah satu harus adanya undan{3) bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam
undang dasar (hukum).lde dasar kedua yaityang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
masyarakat merdeka bersatu, berdaulat adilegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
dan makmur, ide dasar ketiga supaya berkehkemakmuran rakyat. Atas dasar pasal 33
dupan kebangsaan yang bebas, ide dasar kersebut dijadikan dasar untuk membangun
empat, yaitu membentuk suatu Pemerintapengelolaan SDA, lingkungan dan pertamba-
Negara Indonesia,dalam bentuk NKRI yanghgan di bidang perlindungan hukum di Indo-
kemerdekaan, bagi seluruh bangsa Indonesiaesia.
Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara Menurut Atmadja (2013), bahwa hake-
kesatuan republik Indonesia (NKRI), menun-kat memperbaiki tata hukum nasional dalam
jukkan bahwa Indonesia adalah negara kerag&erang-ka sistem hukum, berlandaskan pada
man, yang terdiri dari : 810 (delapan ratugiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, pan-
sepuluh) suku bangsa, 1.100 (seribuh seratudangannya sejalan dengan paradikma Panca-
budaya, dan 17.000,000 (tujuh belas ribuyila. Pancasila memiliki posisi ganda dalam
pulau, ini menunjukkan bahwa keanekaragasistem hukum nasional, dan kedudukannya se-
man Indonesia lebih dari satu suku bangsa. bagai cita hukumréchtsid¢ yang memiliki

fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Kedu-
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dukan Pancasila sebagai norma dagaund- berupa norma hukumin( abstraocty yang
norm) yang menyatukan tatanan hukum keberarti bentuk hukum abstrak umum. Biasanya
dalam satu susunan norma, secara hirarkhimenata pola hubungan antara manusia untuk
diakui oleh setiap anak bangsa. Kaitan dengdmernegara, berbangsa, dan bermasyarakat
fungsi konstitutif tersebut diartikan bahwabaiknya memiliki kekuatan normatif yang
Pancasila menjadi dasar pembenar atau legitnemungkinkan masing-masing orang untuk
masi filosofi norma hukum yang fungsinyamencapai tujuan secara wajar, sehingga pihak
regulatif, dan fungsi tersebut dapat diartikanpenyelenggara ketertiban yang berkeadilan
bahwa Pancasila menjadi tolok ukur aturanetap terjamin, dan dilain pihak itu ikut men-
hukum, apa itu adil atau tidak adil dalam tatadlorong kemajuan masyarakato¢ial engine-
hukum Indonesia. ering).

Kehidupan berbangsa dan bernegara Sementara hukum secara mikro menurut
Pancasila dijadikan sebagai norma das&idarta (1999), bahwa berkenaan dengan
(grondnorn), yang merupakan sumber darihubungan antar subyek hukum dan penyele-
segala sumber hukum baik itu bagi norma husaian dalam arti sempit mencakup penerapan
kum dalam tata hukum di Indonesia maupurmukum dan pelaya-nan hukum serta penegak-
norma moral, etika, kesusilaan bagi kehidupakan hukum secara kontekstual, mengacu pada
bangsa Indonesia. Pancasila menurut pandaijuan pembentukan dan penerapan aturan
ngan Saleh (1995) menyatakan, bahwa kehukum yang ingin dicapai sesuai tujuan hu-
rangka pemikiran paradigma Pancasila dalarkum pada umumnya. Sedangkan hukum da-
membangun hukum Indonesia, jelas memilikiam arti luas mencakup kesadaran hukum dan
makna fundamental, karena itu mengandungendidikan hukum,salah satu alasan menga-
nilai-nilai moral dasar tentang perlindungannalisis masalah hukum secara mikro dan mak-
hak-hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilairo yang hubungan dengan pembangunan hu-
luhur kemanusiaan. Konteks dalam membakum di Indonesia kaitanya dengan paradikma
ngun hukum, biasanya menghadapi masalaRancasilah maka akan dibahas melalui tiga
besar yakni masalah hukum mikro dan hukunaspek yaitu : 1) Landasan falsafati dan idiologi
makro, kedua masalah tersebut, hukum makroukum dalam tata hukum Indonesia; 2)

biasanya berkenaan pembentukan hukumBangunan tata hukum Indonesia dalam sistem
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hukum; dan 3) Strategi membangun hukunmanpa abaikan budaya lain yang masih eksis
Indonesia melalui prespektif hukum makrosebagai budaya lokal (kearifan lokal) di setiap
dan mikro. Ketiga aspek tersebut jelaskan oledaerah untuk dikembangkan sebagai upaya
Atmadja (2013) bahwa landasan falsafat datertib ba-ngunan hukum termasuk di dalamnya
idologi hukum, tata hukum Indonesia dilihatusaha tertib pengelolaan SDA dan lingkungan
dari sudut padang hukum tata negara. Hal ityang tidak kala penting hubungannya dengan
merupakan tantangan yang berarti untukak asasi. Sehubungan dengan pertanyaan
merumuskan secara falsafati mengenai nilaipermasalahan pertama di atas bahwa bagaima-
nilai, diberlakukan secara nasional sesuai keia seharusnya fungsi hukum konstitusi dan
butuhan zaman, dengan tetap memanfaatkatak Asasi Manusia dalam pengelola-an SDA,
‘esensiali’ nilai-nilai tradisional (ke-arifan lo- lingkungan hidup dan pertambangan yang
kal), merupakan warisan budaya sepanjandapat menjamin hak-hak kehidupan setiap
sejarah peradaban Bangsa Indonesia. Landaarga negara di Indonesia?. Sebagaimana
san falsafati dan idiologi hukum dalam tataSitompul (2017), menjelaskanbahwa sistem
hukum Indonesia pada dasarnya bersumbdonstitusi harusnya sejalan dengan prinsip
dari UUD 1945. Konsep perekatnya adalalpenyelenggara negara sebagaimana dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupaRasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa
kan jaminan kebudayaan daerah dan menj&edaulatan berada di tangan rakyat dan
min kemajemukan setiap warga negara dalamilaksanakan menurut UUD. ayat (3) bahwa
bidang sosial budaya dengan sesanti “Bhinekaegara Indonesia adalah negara hukum, dan
Tunggal lka”. Pasal 29 ayat (1) bahwa negara berdasar atas

Dalam sesanti Bhineka Tunggal IkaKetuhanan Yang Maha Esa.

tersebut tidak seluruhnya nilai kebudayaan Ketentuan tersebut menurut Sitompul
daerah diang-kat ke tingkat nasional, namun d2017) menjelaskan bahwa UUD 1945 mengi-
sisi lain kebudayaan daerah dikembangkasyaratkan, adanya beberapa prinsip dalam
menjadi kebudayaan nasional yang diamanapenyelenggaraan negara. Prinsip tersebut dia-
kan UUD 1945. Kaitannya dengan itu adanut bangsa Indonesia tidak hanya prinsip ke-
pilihan-pilihan puncak kebudayaan daerahdaulatan rakyat (demokrasi) saja, tetapi juga

diangkat menjadi pilihan kebudayaan nasionamnenganut prinsip lain dalam penyelenggaraan
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negara, yaitu prinsip nomokrasi dan prinsip Kaitanya dengan itu menurut Syahuri
theokrasi. Menurut penyeleng-garaan negar@2011), bahwa hubungan antara norma hukum
prinsip demokrasi harus diiringi dengan prin-konstitusi dan norma hukum di bawahnya
sip nomokrasi, begitu juga sebaliknya. Demoseharusnya singkron dengan konstitusi, karena
krasi tanpa nomokrasi akan menimbulkan kekonstitusi suatu negara termuat dalam UUD
kacauan dalam masyarakat, begitu sebalikny@dan berbagai aturan konvensi. Seperti diketa-
nomokrasi tanpa demokrasi, akan menimbulhui bahwa konstitusi atau UUD merupakan
kan sewenang-wenangnya dalam mengambdturan dasar atau aturan pokok negara yang
kebijakan. menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya

Pengembangan hukum konstitusi daraturan hukum yang lebih rendah. Mengapa
hak asasi manusia, yang menjadi objek untullisebut aturan dasar atau aturan pokok negara
pengembangan peraturan perundang-und&arena ia hanya memuat aturan umum yang
ngan di bidang pengelolaan SDA yang terintemasih bersifat garis besar atau bersifat pokok.
gasi ke dalam Pasal 33 UUD 1945, makaMerujuk pada teori hirarki normeés(ufenbau
terbentuknya peraturan perundang undangaheory) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen
di bidang sumber daya alam, lingkungan hi{1945) bahwa norma hukum itu berjenjang
dup, pertambangan dan lainnya. Prinsip hudalam suatu tata susunan hierarki. Teori terse-
kum bahwa peraturan perundang-undangabut melihat pada suatu norma yang lebih ren-
berupa pengelolaan SDA, lingkungan hidupdah berlaku dan bersumber atas dasar norma
pertambangan dan lainnya, posisi peraturansang lebih tinggi dan itu berlaku berdasarkan
nya adalah bersifaex spesialisartinya ada norma yang lebih tinggi. Seterusnya sampai
peraturan khusus di bidangnya masing-mapada suatu norma yang tidak dapat ditelu-suri,
sing, yang ditegaskan dalam UUD 1945 Pasdiersifat hipotesis dan fiktif, yaitu yang dikenal
33 ayat (5) bahwa ketentuan lebih lanjutdengan istilalgrundnorm(norma dasar). Nor-
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalamma dasar tersebut merupakan norma tertinggi,
undang-undangHal ini menunjukkan bahwa dibentuk langsung oleh masyarakat dan men-
konstitusilah memiliki ruang atas pengelolaarjadi sumber bagi norma-norma yang lebih ren-
SDA, lingkungan hidup, pertambangan, dardah, hal itu disebupresupposedtau ditetap-

lainnya. kan terlebih dahulu.
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V.KESIMPULAN jamin hak-hak hidup setiap warga negara
Berdasarkan pembahasan permasalahan Indonesia untuk mencapai kemakmuran

di atas maka penulis dapat berkesimpulan dan kesejahteraan.

bahwa:
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naan penge-lolaan negara terhadap sumber

lainnya sebagai jami-nan atas hak asasi
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Indonesia merupakan sistem hukum yang
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